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Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan judul Analisis Instruksi 
Bersama Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 
1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Kepada Calon Pengantin 
Di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. 
untuk menjawab permasalahan yang ada maka penulis memaparkan dua rumusan 
masalah antara lain: Bagaimana Implementasi Instruksi Bersama Kementerian 
agama dan Kementerian Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan 
Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Tarik Kab. Sidoarjo, 
Bagaimana Analisis Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid di KUA 
Tarik Kab. Sidoarjo. 
Dalam memaparkan data, penulis menggunakan metode induktif 
sedangkan cara memperoleh data dengan cara  melakukan wawancara maka 
penulis mengambil data dengan cara melakukan wawancara kepada ketua KUA 
kecamatan Tarik  dan penghulu dan mengambil refrensi dari dokumen Keputusan 
Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 
1989 Tentang Suntik Tetanus Toxoid, selanjutnya data tersebut diolah dengan 
metode induktif. 
Dikarenakan suntik ini sangat penting terutama bagi kesehatan calon pengantin, 
maka untuk sebagai pengaplikasian dari keputusan bersama maka seharusnya pihak 
KUA melakukan mentoring terhadap pelaksanaan suntik TT tersebut, dengan banyaknya 
calon pengantin yang suntik diluar puskesmas kecamatan sehingga mentoring dari suntik 
TT tersebut sangat sulit dilakukan. Yang menjadi kekawatiran dari tidak terjangkaunya 
pengawasan KUA terhadap suntik tersebut bahwa calon pengantin tidak melakukan 
suntik TT akan tetapi membuat surat palsu yang menandakan calon pengantin tersebut 
sudah melakukan suntik TT. Melihat fenomena itu akan tetapi pihak KUA kurang 
melaksanakan mentoring atau pengawasan untuk pelaksanaan suntik TT. Dalam teori 
perundang-undang keputusan bersama ini melibatkan kerjasama antara kementerian 
kesehatan dan kementerian Agama yang dalam penerapannya melibatkan instansi 
dibawah kementerian kesehatan seperti Rumah sakit, Klinik, dan puskesmas sebagai 
pelaksana dan kementerian agama dalam hal ini KUA sebagai penegak dan pengawasan. 
Jika melihat teori diatas maka sudah jelas pembagian antara puskesmas dan KUA 
dimana Puskesmas sebagai pelaksana dalam hal ini melaksanakan suntik TT dan KUA 
sebagai penegak dan pengawasan, dalam hal pengawasan ini lah yang kurang dijalankan 
di KUA dimana KUA hanya menyarankan akan tetapi tidak mengawasi pelaksanaannya. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas maka sudah seharusnya KUA kec Tarik 
mengeluarkan peraturan yang lebih menekannya pada pelaksanaan suntik TT 
tidak serta merta hanya berpegangan pada keputusam bersama kementrian 
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A. Latar Belakang Masalah. 
Islam adalah agama yang memiliki sekumpulan aturan tentang 
kehidupan manusia, di antaranya sistem aturan tentang perkawinan. 
Perkawinan yang sah menurut Islam adalah ketika memenuhi syarat-syarat 
dan rukun perkawinan. Menurut Mahmud Yunus, adalah bagian dari hakikat 
perkawinan yang wajib di penuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad 
berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.
1
 Di sisi lain, Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum, setiap permasalahan diselesaikan dan diatur 
sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, termasuk 
perkawinan. 
Kehidupan berkeluarga atau menempuh hidup dalam sebuah 
pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap laki-
laki dan perempuan. Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya 
hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki 
dan perempuan. Tuhan Yang Maha Esa telah memperingatkan kita bahwa 
daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara 
                                                          
1 Siswoyo, ‚Himpunan peraturan perundang-undang dalam lingkungan peradilan agama 
direktorat peradilan agama bimbingan masyarakat islam dan penyelanggaraan haji‛, 
(Departemen agama R.I, 2003), 131 



































Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian suci 
untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, melaksanakannya 
merupakan ibadah.
3
 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 
(2), menjelaskan bahwa perkawinan sah, adalah perkawinan dicatat oleh 
pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah yaitu KUA (Kantor 
Urusan Agama) 
Terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi 
yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan administrasi 
tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad perkawinan dapat dicatat dan 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; Salah satu dari persyaratan 
administrasi dalam perkawinan yang harus dilengkapi adalah surat 
keterangan kesehatan dari kedokteran atau puskesmas; surat keterangan 
kesehatan ataupun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 
Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa 
membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina 
keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu 
didambakan oleh setiap pasangan suami istri amatlah sulit. Keluarga 
                                                          
2
  Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan 
Masyarakat, (Jakarta: Paramadina, 2004), 71. 
3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya, (Bandung : Citra Umbara, 
(2007), Cet. Ke I, 228. 
 































sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup 
merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka hal pertama yang dilakukan 
sebelum memasuki gerbang pernikahan yaitu, sebaiknya lelaki dan 
perempuan tersebut menanamkan dalam dirinya niat yang lurus dan ikhlas 
semata-mata karena Allah SWT. Kedua, hendaknya juga lelaki dan 
perempuan tersebut senantiasa berbenah diri/memperbaiki diri dengan 
berusaha bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan yang pernah 
dilakukannya, kemudian menambah ketaatan kepada Allah SWT. Ketiga, 
yang sebaiknya dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu adalah 
bekal penting bagi yang ingin sukses dalam perkawinan. Hal keempat yang 
tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan harta dan rencana. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan harta, minimal 
untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar, mengadakan walimah, 
dan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Namun, 
kebutuhan terhadap harta ini sebaiknya tidak dijadikan hal yang sangat 
pokok, sehingga membuat pernikahannya menjadi tertunda atau terhalang 
karena belum memiliki banyak harta. 
Hal kelima yang sebaiknya dilakukan adalah menyiapkan kesehatan 
fisik. Setiap lelaki dan perempuan yang hendak menikah, sebaiknya 
mempersiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan 
pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan bergizi seimbang. 































Selain itu, sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan 
kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan 
laboratorium (TORCH, Hepatitis B, dan lain-lain). Namun seringkali 
banyak pasangan banyak yang enggan untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan karena hanya akan menambah daftar kesibukan, ribet, 
pemborosan karena memakan biaya, dan ditakutkan malah akan 
mempengaruhi hubungan cinta mereka. 
Sebagaimana sabda baginda Rosul kita nabi Muhammad SAW dalam 
hadistnya, yaitu: 
 َذاَز ِهۡب ِرىُصۡىَم ِجُۡخأ ُهۡبا ٍديِعَس ُهۡب ُِمَهخۡسُم اوأ ،َنوُرَاه ُهۡب ُديِسَي او ،َميِهاَرِۡبإ ُهۡب ُدَمَۡحأ َاَىث َّدَح ٍرىُصۡىَم ۡه َ  ،َنا- 
 َناَذاَز َهۡبا يِىَۡعي-  َِنإ ٌمُجَر َءاَج :َلَاق ،ٍراََسي ِهۡب ِِمقۡعَم ۡه َ  ،َة َُّرق ِهۡب ََتيِواَعُم ۡه َ ِِّيبَّىنا ىﷺ  ُجۡبََصأ يِِّوإ :َلَاَقف
 ََهَىف ََتِيواَّثنا ُيَاَحأ َُّمث ،)َلَ( :َلَاق ؟َاهُج َّوََسَحَأَفأ ،ُِدَهح َلَ َاهَِّوإَو ،)ٍبَسَحَو ٍلاَمَج َثاَذ( ًَةأَرۡما :َلَاَقف ،ََتِثناَّثنا ُيَاَحأ َُّمث ،ُيا
 َكُم يِِّوَإف َدُىنَىۡنا َدوُدَىۡنا اىُج َّوََسح(.)َمَُمۡلۡا ُمُِكب ٌِرثا 
Artinya: ‛Ahmad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Mustalim bin Sa’id, putra saudari Manshur 
bin Zadzan, mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Zadzan, dari 
Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasar, beliau berkata: 
Seseorang datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya 
berkata: Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai 
paras dan nasab yang baik, namun dia tidak bisa melahirkan. Apakah 
aku boleh menikahinya? Nabi menjawab, ‚Jangan!‛ Kemudian orang itu 
datang kedua kalinya, namun Nabi tetap melarangnya. Kemudian orang 
itu datang ketiga kalinya, lalu Nabi bersabda, ‚Nikahilah wanita yang 
penyayang dan subur! Karena aku membanggakan banyaknya jumlah 
kalian di hadapan seluruh umat.‛ (H.R Abu Daud: 2050)4 
 
Sudah jelas bahwa nabi Muhammad telah menganjurkan kepada 
salah seorang sahabat beliau untuk memilih pasangan yang subur dan 
                                                          
4
 Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunnah al-Kitab al-Arabi, (Beirut: Dar al-fikr, 
1986),  355 































penyayang. Sedangkan bagaimana kita bisa tahu calon pasangan hidup 
kita sudah memenuhi kriteria tersebut tanpa adanya tes yang menjadi 
persyaratan pra-nikah. 
Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur terkait 
kesehatan calon pengantin. Yaitu yang diatur dalam Instruksi Bersama 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit 
Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan 
No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin. 
Setiap pasangan yang hendak menikah, harus melampirkan bukti surat 
keterangan dari puskesmas atau rumah sakit bahwa telah melakukan 
imunisasi Tetanus Toksoid (TT) kepada calon pengantin. 
Imunisasi ini hanya dibebankan pada mempelai wanita. Imunisasi TT 
biasanya diberikan kepada perempuan yang akan menikah atau ibu hamil. 
Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah 
terhadap tetanus. Dimana Di tahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat 
teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan. 
Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan 
meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu 































akan 'diwariskan' kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang 
baru lahir aman dari infeksi tetanus.
5 
Saat ini tidak hanya penyakit tetanus saja yang perlu kita waspadai, 
namun kini sudah banyak bermunculan penyakit-penyakit menular 
berbahaya yang bahkan saat ini masih belum ditemukan obatnya seperti 
penyakit HIV/AIDS yang telah menelan banyak korban jiwa. Laju 
pertumbuhan dan penularan HIV/AIDS di Indonesia sudah menduduki 
peringkat tertinggi di Asia Tenggara terhitung pada tahun 2007. Indonesia 
menduduki peringkat tiga sebagai negara dengan penularan HIV/AIDS 
tertinggi di dunia.
6
 Di tahun 2013 saja, mulai Januari sampai Juni telah 
terjadi 10.990 kasus HIV/AIDS dengan korban meninggal. 
Dunia kedokteran telah memberikan rekomendasi kepada para calon 
pengantin yang hendak menikah untuk melaksanakan pemeriksaan 
kesehatan pranikah (premarital check up) terlebih dahulu. Melakukan 
pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan suatu bentuk 
pencegahan guna menjaga kesehatan terlebih lagi bagi dampaknya juga 
bagi keturunan. 
                                                          
5
 Ekastyapoo, ‚Vaksin TT Pra-nikah???? Siapa Takut‛, dalam 
http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html, diakes pada 22 
Agustus 2017. 
6
 KRYogja.com, ‚Indonesia Negara Urutan Tiga Penularan HIV/AIDS Tertinggi‛, diakses 
pada 22 Agustus 2017 
 































Akan tetapi yang jadi permasalah terkait keputusan bersama 
Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan 
Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen 
Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon 
Pengantin. Apakah intruksi tersebut bisa berjalan dalam masyarakat. 
Terutama ujung tombak dari intruksi tersebut adalah dari pihak KUA itu 
sendiri sebagai wakil dari kementerian Agama di tingkat kecamatan. 
Penerapan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur 
Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 
Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi 
Tetanus Toksoid Calon Pengantin.yang ada di KUA Tarik Kabupaten 
Sidoarjo belum bisa menjalankan Intruksi tersebut secara menyeluruh 
dikarenakan bahwa ada anggapan bahwa adanya intruksi tersebut malah 
membuat proses pencatatan perkawinan semakin rumit, sehingga dari 
pihak KUA Tarik belum bisa optimal dalam penerapan intruksi tersebut. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Identifikasi dan Batasan Masalah dilakukan untuk menjelaskan 
kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian 
dengan melakukan identifikasi dan interventarisasi sebanyak-banyaknya 































kemungkinan yang muncul sebagai masalah.
7
 Berdasarkan dari latar 
belakang, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Implementasi undang-undang sudah terlaksana 
2. Sanksi jika undang undang tersebut tidak terlakasana 
3. Tinjauan hukum islam dalam pelaksanaan Instruksu bersama 
Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 
Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin 
4. Kendala yang menghambat pelaksanaan intruksi bersama Kementerian 
Agama dan Kementerian kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang 
Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin 
5. Tinjauan Yuridis dalam pelaksanaan Implementasi Instruksu bersama 
Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 
Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin 
Agar lebih fokus dan memperoleh hasil yang baik dalam penelitian serta 
dikarenakan keterbatasan peneliti dalam beberapa hal, maka penulis 
membatasi penelitian dengan meneliti tentang : 
1. Implementasi Instruksu bersama Kementerian Agama Dan Kementerian 
Kesehatan 2 Tahun 1989 tentang Suntik tetanus toxide di kua tarik  
2.  Analisis yuridis tentang Implementasi Instruksu bersama Kementerian 
Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Tentang 
suntik tetanus toxide di kua tarik 
 
                                                          
7
 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8 































C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang di atas, pokok-pokok 
masalah yang dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana Implementasi Instruksu bersama Kementerian Agama Dan 
Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan 
Imunisasi Tetanus Toxide di KUA Tarik Kab. Sidoarjo? 
2. Bagaimana Analisis Instruksu bersama Kementerian Agama Dan 
Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan 
Imunisasi Tetanus Toxide Bagi Calon Pengantin di KUA Tarik Kab. 
Sidoarjo? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalahyang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 
Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu: 
1. Pemeriksaan Kesehatan pra nikah dalam perspektif Hukum Islam (studi 
di kua jetis kota Yogyakarta tahun 2011). Skripsi yang ditulis Ibnu 
Atoillah, Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pemeriksaan kesehatan 
pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang 
dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan 































mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat 
pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh 
Pemerintah/KUA dengan disyaratkannya melampirkan surat/bukti TT1 
bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan 
penerapan yang bersifat ijtihādiyyah, dimana penerapanya ditentukan 
menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini memberi ruang terhadap 
proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung 
dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Saat ini kasus kesehatan 
yang terjadi semakin banyak, sudah seharusnya pemeriksaan kesehatan 




2. Tes kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau menurut hukum islam 
(studi kasus Kelurahan Tanjung kapal Kecamatan rupat Kabupaten 
Bangkalis). Skripsi yang ditulis oleh Amar makruf mahasiswa UIN 
Syarif  kasim Riau, pada tahun 2010 hasil dari penelitian tersebut 
adalah Pelaksanaan tes kesehatan terhadap pasangan calon suami isteri 
di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 
dilakukan oleh kedua calon suami isteri sebagai syarat administrasi 
dalam perkawinan di kantor KUA. Pasangan calon suami isteri 
memeriksa kesehatannya ke Puskesmas. Apabila ternyata sehat, akan 
diberikan surat keterangan sehat oleh Puskesmas. Tetapi, jika ternyata 
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ada penyakit yang dianggap berat atau mengganggu, tidak akan 
diberikan keterangan sehat, dan harus berobat terlebih dahulu. Dengan 
demikian, bila seseorang tidak memiliki surat keterangan tes kesehatan 
dari Puskesmas, secara otomatis tidak dapat melangsungkan akad 
perkawinan di KUA Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. (2) Ada 
beberapa tujuan dilakukan tes kesehatan kepada pasangan calon suami 
isteri di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten 
Bengkalis, yaitu faktor kemudharatan, faktor menghindari dan 
pencegahan penularan penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, Raja Singa, 
untuk mendapatkan keturunan, ketentraman rumah tangga, dan 
memenuhi persyaratan administrasi perkawinan di KUA, dan sebagai 
syarat administrasi perkawinan. (3) Pelaksanaan tes kesehatan terhadap 
pasangan calon suami isteri di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan 
Rupat Kabupaten Bengkalis tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Karena, hal itu dilakukan berdasarkan prinsip sadduz zara’i dan 
menjaga kemaslahatan (maslahat al-mursalah).9 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
bahwa penelitian sebelumnya adalah terfokus tentang bagaimana 
tinjauan hukum islam terhadap praktek pemeriksaan kesehatan bagi 
calon pengantin, tetapi pada penelitian ini terfokus terhadap 
bagaimana penerapan keputusan bersama kementerian Agama dan 
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kementerian kesehatan No 2 Tahun 1989 tentang Suntik tetanus 
toxide, sehingga diharapkan hasil dari penelitian tersebut bisa 
disimpulkan apakah peraturan keputusan bersama tersebut bisa 




E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah  keputusan bersama kementerian Agama dan 
kesehatanNo 2 Tahun 1989 tentang Suntik tetanus toxide bisa diterapkan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap implementasi keputusan 
bersama kemeterian agama dan kementerian kesehatan Nomers 2 Tahun 
1989 tentang Suntik tetanus toxide. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai berikut: 
1. Secara teoritis 
a. Bahan kajian untuk mengembangkan ilmu Sosiologi Hukum terhadap 
bagaimana seharusnya peraturan bisa diterapkan dalam masyarakat. 
b. Bahan pengetahuan khusus bagi penulis sendiri dan bagi orang yang 
membaca tulisan ini, serta sebagai sumbangan bagi pembendaharaan 































perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan UIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
2. Secara praktis 
a. Bahan informasi tentang kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 
keputsan bersama tersebut. 




G. Definisi Operasional 
 
Analisis  Intruksi bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan 
No 02 tahun 1989  : Proses menganalisa Penerapan suatu peraturan 
perundang undangan ke dalam masyarakat yang telah disepakati bersama 
oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 
terhadap pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid bagi calon pengantin.  
Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon pengantin : Proses untuk membangun 
kekebalan tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi yang dilakukan 
oleh petugas medis di puskesmas terhadap calon pengantin di KUA Tarik. 
 
H. Metode Penelitian 































Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif guna 
mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar 
penyusun mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab 
permasalahan yang timbul dalam skripsi, maka penyusun akan menggunakan 
beberapa metode penelitian sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan 
Terdapat beberapa data yang dapat dihimpun untuk menjawab pertanyaan 
dalam rumusan masalah, yakni: 
1) Data tentang kendala dalam penerapan keputusan bersama 
kementerian Agama dan kesehatanNo 2 Tahun 1989 tentang 
Suntik tetanus toxide. 
2) Data tentang pendapat pihak terkait dalam pelaksanaan suntik 
tetanus toxide. 
2. Sumber Data 
a. Sumber primer 
Sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.
10
 Penulis dalam 
penelitian, menggunakan antara lain : 
1) Kepala KUA 
2) Penghulu 
3) Petugas Puskesmas 
4) Modin 
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 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 
31. 































b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder yaitu sumber yeng mendukung atau yang melengkapi 
sumber primer.
11
Sumber yang berkaitan dengan  penelitian antara lain 
data pemberian komisi, data dari desa dan berbagai referensi buku 
mengenai pelaksaan suntik tetanus toxide. 
3. Teknik pengumpulan data 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara 
lain: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana 
pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan 
data), dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada 
yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 
dan jumlah responden sedikit atau kecil.
12
 dalam penelitian ini penulis 
mewancarai ketua KUA, penghulu, mudin, serta tokoh masyarakat 
kecamatan Tarik. 
b. Dokumentasi 
                                                          
11
 Ibid. 32  
12
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), 188. 































 Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung di 
tujukan kepada subyek penelitian namun melalui dokumen.
13
 Data 
yang bersumber dari dokumen dikumpulkan melalui teknik 
dokumentasi yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan data pelaksanaan suntik Tetanus di KUA kecamatan 
Tarik. 
c. Studi Pustaka 
Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui beberapa referensi 
berupa literatur dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. 
4. Teknik pengolahan data 
Semua data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap 
sumber-sumber data selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan 
sebagai berikut: 
a. Editing, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data teknik ini 
digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh. 
b. Organizing, menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan 
paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh 
bukti-bukti secara jelas tentang pemberian suntik tetanus kepada 
calon pengantin di kua kecamatan Tarik. 
c. Analizing, tahapan analisis terhadap data dari pemberian suntik 
tetanus kepada calon pengantin di kecamatan Tarik, sehingga 
mendapatkan sesuatu perumusan atau kesimpulan tertentu. 
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 M Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) 87. 































5. Teknik analisis data 
Dalam penelitian ini, data yang dianalisis dengan analisis 
deskriftif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan 
informasi sebanyak-banyaknya daari suatu fenomena, dengan 
menjelaskan tentang pemberian dan prosedur suntik tetanus kepada calon  
pengantin di kecamatan Tarik dan selanjutnya akan memaparkan 
mengenai tinjauan hukumnya, yang dalam hal ini buku kepustakaan yang 
ada kaitannya dengan pembahasan agar bisa diambil kesimpulan secara 
khusus. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah 
sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam 
penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari 
subbab , dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai 
pembahasan yang utuh , adapun sistematika pembahasan adalah sebagai 
berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, 
identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sestematika pembahasan. 































Bab kedua, berisi mengenai  tentang tata cara dalam administrasi  
perkawinan menurut Hukum islam dan UU No  Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, syarat-syarat pendaftaran, pencabutan perkawianan dan 
administrasi pencatatan perkawinan, serta Implementasi Instruksu bersama 
Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 
tentang Suntik Tetanus Toxide di KUA Tarik. 
Bab ketiga, berisi tentang profil dari KUA Kec Tarik dan pendapat 
dari pihak KUA dan Masyarakat terhadap kepatuhan pelaksanaan suntik 
tetanus Toxoid. 
Bab keempat, berisi tentang Analisis yuridis tentang Implementasi 
Instruksu bersama Kementerian Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 
2 Tahun 1989 Tentang suntik tetanus toxide di KUA Tarik. 












































INTRUKSI BERSAMA KEMENTRIANN AGAMA DAN KEMENTERIAN 
KESEHATAN NOMOR 02 TAHUN 1989 TENTANG SUNTIK TETANUS 
TOXOID CALON PENGANTIN. 
 
A. Syarat Dan Rukun Perkawinan. 
Pernikahan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi 
hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana 
antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, pernikahan adalah suatu 
akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya 
setatus sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan 




Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I 
pasal 1 disebutkan bahwa ‚perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. 
15
 
Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara 
Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini dinyatakan bahwa perkawinan 
                                                          
14 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam,(Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 188.
 
2 
KitabUndang-undang  Hukum  Perdata  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  
(Jakarta: Grahamedia Press, 2013), 423. 































mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga 
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga memiliki 
unsur batin / rohani.
16
  
Sedangkan definisi perkawinan menurut hukum Agama Perkawinan 
merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 
kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
17
 Akad nikah harus 
diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa Ijab (serah) dan Kabul 
(terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di depan 2 (dua) orang saksi. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 2 mengenai 
perkawinan bahwa, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 
yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah‛. kemudian dijelaskan lebih rinci lagi 
dalam pasal selanjutnya yakni pasal 3 bahwa, ‚perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 
warahma.
18
 Secara sederhana, akad terjadi jika dua orang yang mempunyai 
kemauan atau kesanggupan yang sama dalam suatu ketentuan dan dinyatakan 
dengan kata-kata, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut 
dengan perikatan yang dalam bahasa fikih disebut dengan akad.
19
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Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 
1Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2. 
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 Mohd. Idris Ramulyono, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Penerbit: Bumi Aksara, april 1999), 1 
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 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Tim Permata Press), 2. 
19
 Ahmad  Kuzari, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 1. 































Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu. Menurut agama Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan 
itu harus beragama Islam.
20
 Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang 
menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu 
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, misalnya takbiratul ihram untuk 
sholat Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam 
perkawinan sholat.
21
 Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam 
hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Artinya, 
perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.
22
 
Dalam hal ini, antara hukum Islam, KHI dan Undang-
Undang Perkawinan secara umum mengenai syarat dan 
rukunnya perkawinan hampir sama, dalam hal ini akan 
dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 
a) Syarat-Syarat Perkawinan 
Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 
1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan, 
akan tetapi undang-undang perkawinan No. 1 
Tahun 1974 hanya memuat hal-hal yang 
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 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9. 
22
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 59 































berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan 
yang dimuat dalam Bab II pasal 6 dan 7 yang 
ternyata melihat persyaratan perkawinan itu 
hanya menyangkut persetujuan calon dan 
batasan umur serta tidak adanya halangan 
perkawinan antara kedua calon mempelai 
tersebut. Persetujuan kedua calon meniscayakan 
perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. 
Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya 
emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat 
dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang 
paling cocok dengan maslahat sebagai 
suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih 
lagi pada masyarakat yang telah maju.
23
 
Berbeda dengan undang-undang 
perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang hanya 
membahas tentang syarat perkawinan saja, 
dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dijelaskan 
masalah syarat dan rukun perkawinan, hal ini 
dimuat dalam pasal 14 yang berbunyi: 
Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 
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 Yahya Harahap, Hukum Perkawin Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975) 35. 































a. Calon suami; 
b. Calon istri; 
c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi dan ijab dan qabul.24 
b) Rukun perkawinan 
Dari beberapa syarat perkawinan di atas, terdapat 
yang harus diperhatikan juga dalam sebuah 




1) Ijab Qobul 
Perkawinan diawali dengan adanya ijab 
qabul. Ijab adalah pernyataan dari calon 
pengatin perempuan yang diwakili oleh 
wali, sedangkan qabul adalah pernyataan 
penerimaan dari calon pengantin laki-
laki. 
Dalam  hukum  Islam  sebagaimana  terdapat  
dalam  kitab-kitab fiqih akad perkawinan 
itu bukanlah sekedar perjanjian yang 
bersifat keperdataan, ia dinyatakan 
sebagai perjanjian yang kuat yang mana 
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 Su\tedja, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Tim Permata Press 2013), 5. 
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 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 48 
 































perjanjian itu bukan hanya disaksikan 
oleh dua orang saksi yang ditentukan 
atau orang banyak yang hadir pada 
waktu berlangsunya akad perkawinan 
tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.
26
 
Dalam hal ini di jelaskan dalam pasal 29 
undang-undang nomer 1 tahun 1974 
yang berbunyi: 
Pasal 29 : 
(1) Yang berhak  mengucapkan Kabul 
ialah  calon mempelai pria secara 
pribadi. 
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul 
nikah dapat diwakilkan kepada pria 
lain selain dengan ketentuan calon 
mempelai pria memberi kekuasaan 
yang tegas secara tertulis bahwa 
penerimaan wakil atas akad nikah itu 
adalah untuk mempelai pria. 
(3) Dalam hal calon mempelai wanita 
atau wali keberatan calon mempelai 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2006), 62.
 
 































pria diwakili, maka akad nikah tidak 
boleh dilansungkan. 
2) Wali 
Adapun yang dimaksud wali 
dalam perkawinan adalah seseorang yang 
karena kedudukannya berwenang untuk 
bertindak terhadap dan atas nama orang 
lain. Dapatnya dia bertindak terhadap 
dan atas nama orang lain itu adalah 
karena orang lain itu memiliki sesuatu 
kekurangan pada dirinya, yang 
memungkinkan dia bertindak sendiri 
secara hukum, baik dalam bertindak atas 
harta atau atas dirinya. Dalam 
perkawinan wali itu adalah seseorang 
yang bertindak atas nama mempelai 
perempuan dalam suatu akad nikah.
27
 
Wali menurut Undang-undang 
No.1 Tahun 1974 adalah akad nikah 
dilakukan oleh wali sendiri atau 
diwakilkan kepada pegawai pencatat 
nikah atau orang lain yang menurut 
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pegawai pencatat nikah dianggap 
memenuhi syarat. 
1) Akad nikah dilangsungkan dihadapan 
pegawai pencatat nikah yang 
mewilayahi tempat tinggal calon 
isteri dan dihadiri oleh dua orang 
saksi. 
2) Apabila  akad  nikah  dilaksanakan  di  
luar  ketentuan  di  atas, maka kedua 
calon pengantin atau walinya harus 
memberitahukan kepada pegawai 
pencatat nikah yang mewilayahi 
tempat tinggal calon isteri (Pasal 23 
PMA Nomor 3 tahun 1975).
28
 
Kemudian dalam Kompilasi Hukum 
Islam ini dalam bagian ketiga dijelaskan 
masalah wali nikah yang berbunyi: 
Pasal 19: wali nikah dalam perkawinan 
merupakan rukun yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai 
wanita yang berindak untuk 
menikahkannya‛. 
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Pasal 20 : (1) Yang bertindak sebagai 
wali nikah ialah seorang 
laki-laki yang memenuhi 
syarat hukum Islam yakni 
muslim, aqil dan baligh 
(2) wali nikah terdiri dari: 
a. wali nasab; 
b. wali hakim. 
3) Dua Orang Saksi 
 Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksa 
aqad nikah harus dihadirioleh saksi-
saksi.Karena kehadiran saksi-saksi itu 
merupakan rukun atau hakekat dari 
perkawinan itu sendiri. Imam Syafi’I 
berpendapat bahwah perkawinan itu 
harus ada saksi, beliau mendasarkan diri 
pada hadits Nabi Yang artinya ‚Tidak sah 
nikah kecuali dengan wali dan dua orang 
saksi yang adil‛ (H.R. Ahmad bin 
Hambal). Imam Abu Hanifah 
berpendapat bahwa saksi dalam akad 
nikah adalah merupakan rukun akad 
nikah, bliau mengqiaskan persaksian 































dalam akad-nikah pada persaksian dalam 
akad mu’amalat, kesaksian merupakan 
rukun dari aqad mu’amalat menurut 
beliau akad nikah lebih utama dari aqad 
muamalat, oleh karena itu adanya saksi 
dalam akad nikah tentu lebih utama.
29
 
 Tidak hanya dalam hukum islam saja 
yang menjelaskan tentang saksi dalam 
sebuah perkawinan, dalam pembahasa 
saksi nikah, Kompilasi Hukum Islam  
juga  masih  senada dengan apa yang 
berkembang dalam fiqih. Pada bagian 
keempat Kompilasi Hukum Islam yang 
berbunyi : 
pasal 24 : 
(1) Saksi dalam perkawinan 
merupakan rukun 
pelaksanaan akad nikah. 
(2) Saksi dalam perkawinan 
merupakan rukun 
pelaksanaan akad nikah. 
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(3) Setiap  perkawinan  harus  
disaksikan oleh dua orang 
saksi. 
Pasal 25 : Yang dapat ditunjuk menjadi 
saksi dalam akad nikah ialah seorang 
laki-laki muslim, adil, baligh, tidak 
terganggu ingatan dan tidak tuna rungu 
atau tuli. 
Pasal 26 : Saksi harus hadir dan 
menyaksikan secara langsung akad nikah 
serta menandatangani Akta Nikah pada 
waktu dan ditempat akad nikah 
dilangsungkan. 
Pasal 27 : Ijab dan Kabul antara wali dan 
calon mempelai pria harus jelas beruntun 
dan tidak berselang waktu. 
Pasal 28 : Akad nikah dilaksanakan 
sendiri secara pribadi oleh wali nikah 
yang bersangkutan. Wali nikah 
mewakilkan kepada orang lain.30 
 
B. Pencatatan Perkawinan di Indonesia. 
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Ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 
1974 tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan 
sebagai suatu yang penting,tetapi juga menjelaskan 
mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu 
dilaksanakan. Dalam undang-undang perkawinan tersebut 
dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi: 
Pasal 2: 
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaanya itu. 
(2) tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku31 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
bahwasannya perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan 
menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. 
Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu 
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 
dalam undang-undang ini. 
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Dalam hal ini bahwa suatu perkawinan yang 
dilaksananakan bertentangan dengan ketentuan hukum 
agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang 
perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai 
akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Sehingga dari 
pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa bagi warganegara 
Indonesia yang beragama Islam apabila hendak 
melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenui 
ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur 
dalam hukum perkawinan Islam, demikian juga bagi mereka 
yang beragama Nasrani Hindu, dan Budha, hukum merekalah 
yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya 
perkawinan. 
Disamping ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), bahwa 
sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan 
kepercayaannya masing-masing, maka menurut pasal 2 ayat 
(2) Undang-Undang perkawinan ini ditentukan juga bahwa 
tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan 
sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, 
yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta 
resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 































Dengan hal ini tujuan pencatatan perkawinan untuk 
menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi 
yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat 
dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat 
pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, 
sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu 
dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan 




Pasal tersebut merupakan satu-satunya ayat yang 
mengatur tentang pencatat perkawinan yang secara rinci 
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yang berbunyi : 
Pasal 2:  
(1) Pencatatan perkawinan dari mereka 
yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam dilaksanakan oleh 
pegawai pencatat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 
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 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Thn 1974), 
(Yogyakarta:Liberty, 2007), 67 































tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan 
Rujuk. 
(2) Pencatatan perkawinan dari mereka 
yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agamanya dan kepercayaanya itu 
selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat perkawinan pada kantor Catatan 
Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 
perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan. 
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-
ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara 
pencatatan perkawinan berdasarkan 
berbagai peraturan yang berlaku, tatacara 
pencatatan perkawinan dilakukan 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 
sampai pasal 9 peraturan pemerintah ini. 
Pasal 3: 
(1) Setiap yang akan 
melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya 
kepada Pegawa Pencatat di tempat 
perkawinan akan dilangsungkan. 































(2) Pemberitahuan tersebut 
dalam ayat (1) dilakukan sekurang-
kurangnya 10 hari kerja sebelum 
perkawinan dilangsungkan. 
(3) pengecualian terhadap jangka 
waktu tersebut dalam ayat 2 
disebabkan sesuatu alasan yang 
penting, diberikan oleh camat (atas 
nama) Bupati Kepa Daerah.33 
Dengan  adanya  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  
No  9  Tahun 1975 tersebut, maka pencatatan perkawinan 
dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat 
Nikah, Talak, dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau 
instansi /pejabat yang membantunya. Dengan demikian  
maka  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  tatacara  
pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari pasal 3 sampai 
dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan 
ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara 
pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai 
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Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 
1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata 
laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan 
perkawinan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954.
35
 
Tidak hanya dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP 
No. 9 Tahun 1975, dalam KHI pun juga memuat masalah 
pencatatan perkawinan yang berbunyi: 
Pasal 5: 
(1) Agar terjamin ketertiban bagi 
masyarakat islam setiap perkawinan 
harus dicatat. 
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada 
ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 
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 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 18. 
35 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 217. 
 































1946 Jo Undang-undang No. 32 Tahun 
1954. 
Pasal 6: 
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 
5, setiap perkawinan harus dilakukan 
dihadapan dan di bawah pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah. 
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan pegawai pencatat nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Dalam pasal 5 ayat (1) di atas disebutkan bahwa 
perkawinan harus dicatat hal ini merupakan perwujudan dari 
penjelasan umum angka 4 huruf b undang-undang No. 1 
tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dikutip di atas. 
Akan tetapi kata harus dicatat dalam penjelasan catatan 
perkawinan sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan 
yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) ‚Perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaan itu‛. Dengan perumusan pasal 2 
ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaanya itu sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bagi orang Islam tidak ada 































kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum 
agamanya sendiri, demikian juga dengan orang Kristen dan 
bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di 
Indonesia. Oleh karena itu, istilah ‚harus dicatat‛ dalam 
pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin 
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.
36
 
Sedangkan Prosedur pertama dalam prosesi 
pernikahan di KUA adalah Anda harus memenuhi beberapa 
persyaratannya berikut ini yaitu : 
1. Surat keterangan untuk nikah (model N1), 
2. Surat keterangan asal-usul (model N2), 
3. Surat persetujuan mempelai (model N3), 
4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4), 
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon 
pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh 
wali atau wakilnya. 
6. Bukti imunisasi TT(Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, Kartu 
imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat. 
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000,-. 
8. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali; 
9. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar; 
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10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 
tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun; 
11. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-
masing; 
12. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari 
seorang; 
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran 
cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; 
14. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar 
pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.
37
 
Jika kedua calon pengantin tersebut belum lengkap 
dalam pemenuhan administrasi, maka oleh pihak KUA 
ditolak. 
 
C. Intruksi Bersama Kementriann Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 
02 Tahun 1989 Tentang Suntik Tetanus Toxoid Calon Pengantin. 
   Dalam keputusan Bersama ini bahwa salah satu alasan kenapa dibuat 
peraturan adalah sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Direktorat Jederal 
                                                          
37
 https://www.cermati.com/artikel/tata-cara-dan-biaya-nikah-di-kua diakses pada 26 desember 
2017 































Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan 
Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan 
Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan tentang Pelaksanaan 
Bimbingan Terpadu Program PPM & PLP Melalui Jalur Kegiatan Agama 
Islam, perlu dikeluarkan Instruksi bersama tentang Imunisasi Tetanus Toxoid 
Calon Pengantin.  
Sedangkan dasar dikeluarkannya keputusan bersama ini adalah ada dua hal yaitu: 
1. Peraturan atau Undang-undang. 
a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 
Kesehatan; 
b. Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
c. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Organisasi Departemen; 
d. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan 
Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir 
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Organisasi Departemen; 
e. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang SUsunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan 
disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 
Tahun 1984; 































f. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 
294 Tahun 1986 dan Nomor 788/MENKES/SKB/XI/1986 tentang 
Bimbingan Terpadu Program Kesehatan melalui jalur Agama; 
g. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal 
Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 
Pemukiman Departeman Kesehatan Nomor: 94 Tahun 1987 
6.567.I/PD.03.04.IF; Tentang : Pelaksanaan Bimbingan Terpadu 
Program PPM & PLP melalui Jalur Kegiatan Agama Islam. 
2. Riset atau Penelitian. 
a. Hasil Evaluasi Program Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin di 
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan pada Tahun 
1987. 
b. Hasil Pelaksanaan Studi kasus Imunisasi Tetanus Toxoid Calon 
Pengantin di Jawa Tengah tanggal 15 -19 Nopember 1988 
6.567.I/PD.03.04.IF 
Atas dasar diatas maka Kementerian kesehatan dan Kementerian 
Agama mengeluarkan Intruksi bersama yang isisnya adalah mengintruksikan 
Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan di Seluruh Indonesia, untuk : 































a. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan 
bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan terlampir. 
b. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon 
Pengantin di daerah masing-masing. 
c. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi Haji dan Dirjen 
PPM & PLP sesuai tugas masing-masing Instruksi Bersama ini mulai 
berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya 
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PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS TOXOID DI KUA  TARIK 
KABUPATEN SIDOARJO. 
 
A. Demografi KUA Tarik 
1. Sejarah Kantor Urusan Agama. 
Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 
tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga 
kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu 
Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan 
wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa Pemerintahan Kolonial 
Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam 
suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 
467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijs 
Ordonantie Buetengewesten S 1932 No. 482. Untuk Daerah Vorstenlanden dan 
seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah 
pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya 
nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.  
Kemudian pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang, tepatnya 
pada tahun 1943 Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan 
Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai 
Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim 































Asy’ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri 
Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, 
KH. Hasyim Asy’ari menyerahkan kepada putranya K. Wahid Hasyim 
sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. 
Sesudah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat 
No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua 
lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementrian Agama. 
Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak 
dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini 
berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka 
lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain 
untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan 
UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan 
peningkatan status Shumubu ( Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat ) pada masa 
penjajahan Jepang. 
Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 
3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 
1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan 
Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan 
demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara 
benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang 
religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan 
material dan spiritualnya. 































Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di Daerah dibentuk suatu 
Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, 
dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat 
Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang 
merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat bagian B, 
yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. 
Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan 
Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan 
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan 
Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang 
dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas 
dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang 
tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah 
Kecamatan. Dengan demikian,  eksistensi KUA Kecamatan sebagai 
institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki 
landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur 
pemerintahan di tingkat Kecamatan. 
 
2. KUA Tarik dari Masa ke Masa 
Berdirinya KUA Tarik diawali dari seorang dermawan bernama H. 
Mawardi/ Dinasti Mawardi, dimana pada saat itu tanah diserahkan 































pengelolaannya kepada KH Amin dan KH. Wahab Hasbullah dari 
Jombang. Karena pada saat itu dinasti mawardi terkena kasus tanah 
sengketa dengan pemerintan (onderan) Sidoarjo yang kemudian 
diselesaiakan oleh KH. Amin yang selanjutnya diwakafkan untuk 
didirikan masjid pada tahun 1948. Dan selang berikutnya Bupati Condro 
berkenan meresmikan Masjid sekaligus KUA, yang masih dalam satu 
bangunan, dan yang menjadi Kepala KUA yg ditunjuk adalah KH Amin. 
Tiga tahun kemudian huruhara/perang kemerdekaan RI  maka terjadi 
kevakuman di KUA karena  mengungsi, sekembalinya dari pengungsian 
KUA berfungsi kembali dan dikoordinasikan tugas dan fungsinya oleh 
Kawedanan Krian. Berkisar tahun 1960 terjadi pemekaran wilayah 
sehingga KUA Tarik kembali ke Tempat semula, yaitu di Masjid Thoriqul 
Jannah. Sehubungan KH Amin sakit maka pelaksanaan harian 
dilaksanakan oleh Bp Noto Prawiro, setelah sembuh dipimpin kembali 
KH Amin sampai pada tahun 1962. Yang selanjutnya kepala KUA 
ditunjuklah menantu KH Amin yaitu Mas Tumenggung Abror Abdullah 
yang saat itu menjadi juru katib di KUA Sidoarjo. Dan dipimpin oleh Mas 
Tumenggung Abror Abdullah sampai 1977. Kemudian pada tahun 1977 
sampai 1980 proses pembelian tanah dan sertifikasi tanah untuk KUA 
Tarik yang berlokasi di Jl. Raya Tarik No.04 RT.16, RW.04 Tarik yang 
berdiri diatas lahan seluas 1.272 M2 dan status tanahnya adalah Sertifikat 
Hak Pakai No: 16, atas nama Departemen Agama berkedudukan di 
Jakarta .  































Kecamatan Tarik adalah merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo 
yang terletak pada posisi paling barat Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan 
Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah selatan  : Kec. Mojoanyar dan Kec. Mojosari (Mojokerto) 
b. Sebelah timur : Kec. Prambon  (Sidoarjo) 
c. Sebelah utara  : Kec. Balongbendo (Sidoarjo) 
d. Sebelah barat : Kec. Jetis (Mojokerto) 
Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa, dengan mitra kerja-nya sebagai 
berikut : 
a. Desa Tarik     : Mahfud Ali 
b. Desa Kendal sewu    : Ranu W 
c. Desa Klantingsari    : Sudibyo 
d. Desa Mergobener    : Sukiyat 
e. Desa Kemuning    : Zainurin 
f. Desa Kedinding    : Kusbianto 
g. Desa Kalimati    : Syamsuddin 
h. Desa Banjarwungu    : Mohammad Said 
i. Desa Gempol klutuk   : Abdul Rozaq 
j. Desa Mergosari    : Imron Santoso 
k. Desa Segodo bancang   : Sampurno 
l. Desa Janti     : Abdul Ghofur 
m. Desa Balong macekan   : Moh. Ashadi 
n. Desa Singogalih    : Abdul Syukur 































o. Desa Kedung bocok   : Rian 
p. Desa Gampingrowo    : Mohammad Yusuf 
q. Desa Mindugading    : Teguh Rully  
r. Desa Mliriprowo    : Bagus 
s. Desa Sebani    : Mohammad Ajib 
t. Desa Kramat temenggung   : Budiono 
Jumlah penduduk kecamatan Tarik +  63.899 orang, dengan jumlah 
peristiwa nikah + 500 pertahun. 
 
3. Periode Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik 
Berdirinya KUA Tarik diawali dari seorang dermawan bernama H. 
Mawardi/ Dinasti Mawardi, dimana  saat itu tanah  diberikan kepada KH Amin 
dan KH. Wahab Hasbullah dari Jombang. Karena pada saat itu dinasti Mawardi 
terkena kasus dg pemerintahan / onderan Sidoarjo ( tanah bermasalah dengan 
Pemda kalau sekarang ) yang kemudian diselesaikan oleh KH Amin yang 
kemudian diwakafkan untuk didirikan masjid tahun 1948. Dan bangunan KUA 
bersamaan dg berdirinya masjid dipinjami tempat untuk KUA, selang berikutnya 
Bupati Condro berkenan meresmikan masjid sekaligus KUA/ bangunannya 
yang..dan yang menjadi kua yg ditunjuk KH Amin selama 3 th kemudian 
huruhara dan mengungsi dan kua tidak berfungsi, sekembalinya dr pengungsian 
kua br berfungsi dan dikendalikan oleh Bp Noto Prawiro Karena KH Amin sakit, 
setelah sembuh dipimpin kembali sampai pada tahun 1962. Yang selanjutnya 
kepala KUA ditunjuklan menantu KH Amin yaitu Mas Tumenggung Abror 
Abdullah yang saat itu menjadi juru katib di KUA Sidoarjo. Kemudian 1967 































dipindah dipindah ke Kawedanan krian sampai 1972 kemudian kembali sampai 
1977, kemudian dipimpin oleh H Somadi  
Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tarik mengalami 
beberapa kali pergantian Kepala Kantor sebagai berikut : 
 
NO N  A  M  A PERIODE 
1 KH Amin 1948 – 1962 
2 Mas Tumenggung Abror Abdullah  1962 - 1967  
3 Mataji 1967 – 1972 
4 Mas Tumenggung Abror Abdullah 1972 – 1977 
5 Machin MA. Djamilin 1977 – 1982 
6 H Somadi 1982 – 1987 
7 Mudjib SH, MH 1987 – 1992 
8 Muhibbi Hafidz 1992 -1995 
9 Ach Selani,MA 1995-1998 
10 Drs. Kusaiyin Wardhani 1998-1999 
11 Drs. Moch. Syaifullah 1999-2002 
12 Moch. Arwani, S.Ag, Mag 2002-2005 
13 Drs. H Sudarsono 2005-2008 
14 Drs. Asmuin, MA 2008-2009 
15 Drs. Ahmad Sirodj Munir 2009-2011 
16 Drs. Tri Arianto September- Desember 
































17 Ach Selani,MA 2011-2016 
18 H. Yahya, S.Ag 2016- Sekarang 
 
4. Data Penduduk kecamatan tarik 
Berikut adalah kondisi masyarakat Tarik dalam angka, tahun 2017 adalah sebagai 
berikut : 
a. Menurut jenis kelamin. 




1 TARIK  2341 2417 4758 
2 MERGOBENER 1051 988 2039 
3 KLANTINGSARI 2030 1940 3970 
4 KENDALSEWU 970 999 1969 
5 KALIMATI  2002 3235 5237 
6 GEMPOLKLUTUK 757 757 1514 
7 KEDINDING 1390 1841 3231 
8 BANJARWUNGU 1606 1590 3196 































9 MERGOSARI 1596 1624 3220 
10 KEMUNING 2457 2561 5018 
11 SEGODOBANCANG 1445 1445 2890 
12 JANTI 1135 1210 2345 
13 BALONGMACEKAN  1243 1220 2463 
14 SINGOGALIH 1835 1794 3629 
15 KEDUNGBOCOK 1690 1767 3457 
16 GAMPINGROWO 1555 1603 3158 
17 MINDUGADING 1660 1570 3230 
18 SEBANI 2265 2293 4558 
19 MLIRIPROWO 2028 1989 4017 
20 KRAMAT T 1144 1088 2232 
 JUMLAH 32200 33931 63899 
 
b. Data Pemeluk Agama 




































1 TARIK 4758 4719 2 37 
2 MERGOB
ENER 
2039 2039 - - 
3 KLANTIN
GSARI 
3970 3970 - - 
4 KENDALS
EWU 
1969 4942 27 - 
5 KALIMAT
I 
5237 5204 33 - 
6 G 
KLUTUK 
1514 1532 21 61 
7 KEDINDI
NG 
3231 3223 8 - 
8 B 
WUNGU 
3196 3102 37 - 
9 MERGOS
ARI 
3220 3164 6 50 
10 KEMUNIN
G 
5018 5018 - - 
11 S 2890 2888 2 - 





































2463 2437 9 - 
14 SINGOGA
LIH 
3629 3629 - - 
15 K BOCOK 3457 3451 6 - 
16 GAMPING 
R 
3158 3063 95 - 
17 MINDUG
ADING 
3230 3230 - - 
18 SEBANI 4558 4505 24 27 
19 MLIRIPR
OWO 
4017 3999 18 - 
20 KRAMAT 
T 
2232 4766 - - 
 JUMLAH 63899 71202 312 175 
 
































Walapun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamtana Tarik berdiri 
pada tahun 1948, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada dan 
tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1948 yang 
merupakan pelimpahan dari Kantor Urusan Agama Kawedanan Krian. 
Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Tarik 
mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan 
pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat dari  20 
Desa. 
Perkembangan mutakhir dari KUA Kec. Tarik seiring terbitnya 
KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan 
Angka Kreditnya, maka KUA Kec. Tarik melaksanakan 
restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur 
organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, satu orang tenaga 
fungsional penghulu dan dibantu satu tenaga (sukwan) tata usaha 
dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai 
dengan standart tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna 
memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka 
masing-masing pegawai KUA Kecamatan Tarik memiliki bidang 
tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip 
memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara 































maksimal, sehingga dengan demikian diharapakan KUA Kec. Tarik 
sebagai salah satu ujung tombak Kantor Departemen Agama 
Kabupaten Sidoarjo dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan 
memuaskan. 
Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan 
pelayanan, maka KUA Kec. Tarik juga menyediakan berbagai 
ruangan, yaitu : halaman parkir yang luas dan asri, ruang tunggu yang 
nyaman dilengkapi LCD TV dengan bahan bacaan dan minuman, 
ruang Kepala KUA, ruang PPAI, Balai Nikah, ruang Penghulu, ruang 
Tata Usaha, ruang SI-NR/SIMKUA, ruang BP-4, ruang Pembantu 
Penghulu, ruang Perpustakaan, Aula Pertemuan dan Pembinaan, ruang 
Arsip, Gudang, Mushalla dan ruang Resepsionis yang selalu 
memberikan informasi dan petunjuk secara cepat dan tepat serta 2 
kamar kecil dan WC. 
Disetiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana 
pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang 
cepat dan memuaskan, yaitu; dua buah computer; satu buah computer 
untuk pelayanan beserta printernya masing-masing dan sebuah 
computer khusus untuk program SI-NR, satu set sofa, satu set meja 
resepsionis, satu set almari arsip Register Nikah, 5 buah almari arsip, 
satu set almari perpustakaan, 2 buah filling cabinet, 10 buah meja 
kerja beserta kursinya, 10 buah kursi tamu untuk pelayanan dan satu 
set meja dan kursi untuk prosesi pernikahan di Balai Nikah serta satu 































set meja dan 35 buah kursi untuk di Aula pertemuan, Pesawat Telpon, 
TV, PDAM dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya. 
Sepanjang tahun 2007 sampai dengan sekarang pelayanan yang 
diberikan oleh KUA Kec. Tarik dapat dirasakan memuaskan oleh 
masyarakat. Hal itu terbukti dari berbagai ungkapan masyarakat. 
diantaranya; ketika mengurus surat rekomendasi, duplikat nikah atau 
surat keterangan sejenisnya dan kemudian diinformasikan bahwa surat 
yang diperlukan dapat diselesaikan secepatnya dalam waktu kurang 
dari 10 menit, mereka kebanyakan kaget dan heran serasa senang atas 
pelayanan tersebut dengan berkata; ‚al-hamdulillah sekarang 
pelayanan KUA bisa cepat dan tidak berbelit-belit‛. Gratis tidak 
dipungut biaya. 
Semua perasaan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut tentu 
saja bukan tanpa suatu usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, namun berkat usaha yang sungguh-sungguh dalam 
mereformasi sistem birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit dan 
memakan waktu yang panjang dengan; 
a. Mendelegasikan setiap tugas pelayanan pada masyarakat kepada 
masing-masing pegawai. 
b. Membuat jadwal pernikahan berikut petugas penghulunya secara 
periodik setiap hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan 
nikah pada salah satu penghulu saja. 































c. Membekali setiap penghulu dan pegawai kawasan tugasnya 
masing-masing berikut aspek hukum dan prosedur hukumnya. 
d. Kepala KUA selalu memonitoring setiap hari dan memberikan 
arahan terhadap beban tugas yang diberikan kepada setiap 
pegawai. 
e. Setiap pegawai diberikan kewajiban untuk berupaya memberikan 
kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
sepanjang seluruh persyaratan administratifnya telah dipenuhi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
f. Dan semua pelayanan di KUA ‚ GRATIS‛ tidak dipungut biaya. 
Adapun nikah di luar KUA dan atau diluar hari dan jam kerja 
berdasarkan : PP 48 tahun 2014 disetor langsung ke Bank dengan 
biaya Rp.600.000,- .  
5. Data Keagamaan  
Guna menambah gambaran dalam analisis tersebut, maka berikut 
dipaparkan pula beberapa data berikut ini :  







































2) Data Peristiwa Nikah-Rujuk Tahun 2012-2016 
 






NO TAHUN NIKAH RUJUK TALAK/CERAI
1 2012 560 4 14
2 2013 529 3 16
3 2014 532 1 26
4 2015 524 3 30
5 2016 497 0 32
MASJID MUSHOLLA LANGGAR JUMLAH
1 TARIK 4 3 20 27
2 MERGOBENER 1 1 9 11
3 KLANTINGSARI 3 0 13 16
4 KENDALSEWU 2 0 4 6
5 KALIMATI 2 0 19 21
6 GEMPOL KLUTUK 1 1 3 5
7 KEDINDING 2 1 10 13
8 BANJARWUNGU 2 0 15 17
9 MERGOSARI 2 1 8 11
10 KEMUNING 2 1 18 21
11 SEGODO BANCANG 1 1 13 15
12 JANTI 3 2 11 16
13 BALONG MACEKAN 4 0 8 12
14 SINGOGALIH 3 0 16 19
15 KEDUNG BOCOK 2 2 16 20
16 GAMPINGROWO 1 2 9 12
17 MINDUGADING 2 0 12 14
18 SEBANI 2 1 18 21




3 1 3 7
JUMLAH 45 17 235 297
NO KELURAHAN
TEMPAT IBADAH AGAMA ISALAM















































 Menurut data yang diambil pada periode 2012-2016 terjadi naik 
turun dalam penggunaan suntik Tetanus dimana pada periode 22015-
2016 terjadi penurunan yang signifikan terhadap pemakaian suntik 
Tetanus. 
1 2012 560 600 235 39% 
2 2013 529 600 245 41% 
3 2014 532 600 318 53% 
4 2015 524 600 278 46% 
5 2016 497 600 200 33% 














































6. Visi Dan Misi  
Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 
Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 
adalah instansi Depatemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang 
Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 
Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di 
wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor 







1 TARIK 0 0 0 0 0
2 MERGOBENER 0 0 0 0 0
3 KLANTINGSARI 0 0 0 0 0
4 KENDALSEWU 0 0 0 0 0
5 KALIMATI 0 0 0 0 0
6 GEMPOL KLUTUK 0 0 0 0 0
7 KEDINDING 0 0 0 0 0
8 BANJARWUNGU 0 0 0 0 0
9 MERGOSARI 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




0 0 0 0 0
14 SINGOGALIH 0 0 0 0 0
15 KEDUNG BOCOK 0 0 0 0 0
16 GAMPINGROWO 0 0 0 0 0
17 MINDUGADING 0 0 0 0 0
18 SEBANI 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0































Seksi Urusan Agama Islam / Bimas Islam / Bimas dan Kelembagaan 
Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala. Sehingga tugas pokok 
KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam 
dalam wilayah Kecamatan.  
Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA 
Kecamatan Tarik berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Tarik Kota 
Sidoarjo dan menjalankan sebagian tugas Kepala Kandepag. Kab. 
Sidoarjo di bidang Urusan Agama Islam.  
Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik adalah : 
     ‚Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa, berakhlaq mulia, sejahtera, 
maju, dan mandiri dengan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi 
dalam kehidupan‛  
Adapun misinya adalah : 
a. Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan 
masyarakat  dalam bidang agama berbasis informasi teknologi. 
b. Menjalin kemitraan dan membangun kebersamaan dengan berbagai 
instansi terkait, tokoh agama dan masyarakat. 
c. Memberikan pelayanan prima dan profesional dalam bidang 
pencatatan Nikah-Rujuk 
d. Menjadi pelopor dan motivator dalam peningkatan kualitas 
kehidupan beragama menuju keluarga sakinah dengan 































meningkatkan bina dan pelayanan maszawaibsos; produk halal; 
kemitraan umat dan hisab rukyat. 
e. Memberikan pembinaan, pemberdayaan pra dan pasca haji.   
Tujuan 
           Dalam melaksanakan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik 
Kabupaten Sidoarjo merumuskan tujuan sebagai berikut : 
a. Tertibnya penataan administrasi perkantoran dengan berbasis IT. 
b. Meningkatnya kualitas hubungan kerja intas sektoral. 
c. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan Nikah Rujuk. 
d. Meningkatnya kualitas pembinaan Keluarga Sakinah; peberdayaan 
maszawaibsos; kemitraan ummat; produk halal dan hisab rukyat. 
e. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pemberdayaan jamah haji. 
Saran 
                   Adapun sasaran dari tujuan di atas adalah : 
a. Meningkatnya kualitas tenaga administrasi KUA Kec. Tarik 
b. Meningkatnya kualitas SDM (Penghulu dan Staf KUA) 
c. Meningkatnya kualitas pembinaan Maszawaibsos 
d. Meningkatnya kualitas tenaga tutor, catin dan keluarga sakinah 
Meningkatnya kualitas jalinan kinerja dengan instansi terkait 
dan hubungan dengan tokoh masyarakat 
Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam 
visi dan misi tersebut di atas, dipandang perlu merancang suatu 
perencanaan yang matang, terarah, terpadu dan berkesinambungan 































dengan memanfaatkan potensi  yang ada, baik sumber daya 
manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki secara 
optimal. 
Perencanaan tersebut secara operasional diwujudkan dalam 
beberapa program kerja yang diarahkan kepada upaya peningkatan 
terhadap seluruh aspek yang terkait dengan tugas dan fungsi 
Kantor Urusan Agama kecamatan. 
7. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas 
Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 
tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / 
Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Urusan Agama 
melaksanakan fungsi : 
a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi  
b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 
pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina 
masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan 
pengem-bangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
































8. Struktur Organisasi 
Adapun struktur pegawai sebagaimana tercantum dalam bagan berikut ini 













B. Implementasi Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian 
Kesehatan Nomor  02 Tahun 1989 Tentang suntik Tetanus Toxoid. 
1. Deskripsi Pelaksanaan Suntik Di KUA Tarik. 
Pelaksanaan suntik TT sudah menjadi kewajiban dalam syarat 
perkawinan dan sudah menjadi persyaratan mutlak administrasi 
pendaftaran pencatatan perkawinan, jika dalam pengumpulan berkas 
administrasi persyaratan pendaftaran pencatatan perkawinan tidak ada 
H. YAHYA, S.Ag 
Kepala / P P N / Penghulu 
Muda 
 
 Penyuluh Agama Islam 
MAS’UD 
Pengawas PAI 
Drs. WULYO SLAMET 
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bukti suntik TT maka berkas akan dikembalikan karena belum 
memenuhi kelengkapan. 
Pelaksanaan suntik TT di KUA Kec tarik kabupaten Sidoarjo 
sama seperti pelaksanaan di KUA lainnya, dimana bagi catin yang 
akan mendaftarkan perkawinannya lebih dulu dipersilahkan 
melakukan suntik TT di puskesmas Kecamatan terlebih dahulu, akan 
tetapi dijelaskan terlebih dahulu terhadap manfaat dan kegunaan dari 
suntik TT sendiri. 
Terhadap pelaksanaan suntik TT sendiri Pemerintah memfasilitasi 
dengan menyediakan vaksin sejumlah 600 yang disiapkan di 
puskesmas Kecamatan, dimana kuota tersebut diperuntukan untuk 
masyarakat Kecamatan tarik. Setelah catin tersebut melakukan suntik 
TT maka akan diberi surat keterangan dari puskesmas bahwa catin 
tersebut sudah melakukan suntik TT. 
Akan tetapi sangat disayangkan bahwa kuota sebesar 600 vaksin 
yang disiapkan untuk catin di kecamatan Tarik hanya terpakai tidak 
sampai setengah dari kuota, sehingga hampir tiap tahun vaksin TT 
selalu tersisa. 
2. Latar Belakang Ketidak Patuhan Dalam Melaksanakan Suntik. 
Belum maksimalnya pelaksanaan suntik TT di wilayah Kecamatan 
tarik sendiri terdapat beberapa kendala, salah satu sebab belum 
maksimalnya adalah dari pola hidup masyarakat Kecamatan tarik 
dimana di daerah kecamatan tarik terdapat banyak pabrik maupun 































industri UKM, sehingga banyak warga yang bekerja di pabrik maupun 
UKM dengan 6 hari kerja dan libur hanya pada hari minggu. 
Dampak dari permasalahan diatas adalah bahwa ketika catin ingin 
melakukan suntik TT di puskesmas kecamatan tidak bisa karena 
mereka melakukan pada hari Minggu dimana pada hari itu Puskesmas 
kecamatan tutup, sehingga para catin tersebut banyak melakukan 
suntik TT di bidan maupun dokter umum diluar kecamatan tersebut. 
Ada juga faktor dimana ada beberapa catin yang ketika 
mendaftarkan perkawinan sudah hamil terlebih dahulu, sehingga 
dalam kasus ini catin lebih meremehkan suntik TT itu sendiri. Dan 
juga belum maksimalnya fasilitas yang diberikan puskesmas 
Kecamatan kepada bidan untuk melakukan suntik, sehingga sangat 
disayangkan peran bidan dalam suntik TT ini belum maksimal 
C. Pandangan Ketua KUA, Penghulu Dan Masyarakat Tarik Terhadap 
Implementasi Instruksi Bersama Kementerian Agama Dan Kementerian 
Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Suntik Tetanus Toxoid. 
1. Pandangan Ketua KUA dan Penghulu. 
Setiap peraturan perundang-undangan entah itu dalam bentuk Undang-
Undang, Impres, Kepres maupun Peraturan menteri dibuat karena ada 
kebutuhan dan harus diterapkan, tidak terkecuali Keputusan Bersama 
Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 
Tentang suntik Tetanus Toxoid ini.  































Akan tetapi terkadang peraturan perundang-undangan tidak 
sebagaimana mestinya dalam implementasinnya. Menurut Pak Yahya selaku 
Ketua Kantor Urusan Agama Tarik keberlakuan keputusan bersama ini 
adalah langkah yang baik dan menurut beliau mendukung untuk pelaksanaan 
keputusan bersama ini, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak kendala 
terutama banyak sekali yang melaksanakan suntik di puskesmas luar 
kecamatan sehingga dari pihak KUA sendiri samgat sulit mengindikasikan 
suntik TT tersebut sudah dilaksanakan atau tidak. Karena dampak itu kuota 
yang ada di puskesmas kecamatan Tarik hanya terpakai 30%. Untuk supaya 
kuota tersebut terpakai semua pak yahya menganjurkan agar kuota suntik 
TT di bagi kepada bidan tiap desa sehingga catin tidak harus jauh-jauh ke 
puskesmas kecamatan untuk suntik TT. 
39
 
Jika menurut Bapak Muinul abror selaku Penghulu menyatakan bahwa 
suntik TT sebagai Salah satu syarat administrasi sehingga jika catin tidak 
menyertakan surat keterangan suntik TT maka berkas akan dikembalikan, 
akan tetapi untuk saat ini pihak KUA masih belum maksimal dalam 
mengawasi pelaksanaan suntik TT tersebut karena tidak semua catin 
melaksanakan suntik TT di luar dari puskesmas Kecamatan. Sehingga 
pendataan tidak bisa dijangkau.
40
 
2. Pendapat masyarakat. 
Pendapat dari bapak Aliful Umam berpendapat bahwa pelaksanaan 
suntik TT diperlukan karena pelaksanaannya sudah lama dan sudah baik 
untuk pengantin baru, akan tetapi karena kesibukan warga banyak yang 
                                                          
39
 Wawancara dengan Pak Yahya (Kepala KUA) tanggal 10 Desember 2017 
40
 Wawancara Bapak Muinul Abror (Penghulu) Pada tanggal 12 Desember 2017 































melakukan suntik TT di luar puskesmas kecamatan atau di Rumah sakit, 
sehingga ketika mereka mengumpulkan berkas administrasi tanda bukti 
tidak dari puskesmas kecamatan. Menurut beliau juga walaupun kegiatan ini 
sudah lama tapi juga diperlukan sosialisasi terhadap warga atau calon 
pengantin, sehingga masyarakat paham tentang manfaat suntik TT bukan 
hanya dari warga akan tetapi dari sudut pandang kesehatan.
41
  
Pendapat sama diutarakan Bapak Imron dimana menurut beliau suntik 
TT adalah sebagai salah satu syarat administrasi pencatatan perkawinan, 
menurut beliau kurang maksimalnya karena lokasi desa tertentu dengan 
puskesmas Kecamatan jarak tempuhnya lumayan jauh, sehingga banyak 
warga yang lebih memilih suntik TT didokter atau klinik terdekat.
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3. Pendapat Puskesmas Kecamatan. 
Dalam hal suntik TT pihak puskesamas diberi kuota dari kecamatan 600 
akan tetapi menurut bapak tedjo tiap tahun vaksin tersebut sisa padahal jika 
dicocokan antara data yang menikah dengan vaksin yang terpakai masih 
banyak pendaftaran perkawinan, sangat aneh karena seharusnya data di 
KUA dengan di puskesmas tentang catin yang mau suntik TT harus sama. 
Menurut beliau ada beberapa masalah sehingga suntik TT ini belum 
maksimal salah satunya adalah bahwa ada beberapa pengantin yang hamil 
diluar nikah akan tetapi tidak melakukan di puskesmas kecatan, disin sangat 
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ANALISIS INSTRUKSI BERSAMA KEMENTERIAN AGAMA DAN 
KEMENTERIAN KESEHATAN  NOMOR 2 TAHUN 1989 TERHADAP 
PELAKSANAAN IMUNISASI  TETANUS TOXOID DI KUA TARIK 
KABUPATEN SIDOARJO. 
 
A. Implementasi Instruksi Bersama Kementerian Agama Dan Kementerian 
Kesehatan  Nomer 2 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus 
Toxide Di KUA Tarik Kabupaten Sidoarjo. 
Dalam hirarki peraturan perundang-undangan posisi peraturan menteri 
berada pada no ke empat, setelah UUD 1945, Undang-Undang, dan Keppres. 
Jika dilihat dari hirarki tersebut sudah seharusnya peraturan ini bisa 
dilaksanakan dan bisa diimplimentasikan dalam kehidupan bermasyarakat.  
Pelaksanaan keputusan bersama ini adalah menyangkut pelaksanaan 
suntik imunisasi TT, akan tetapi pada pelaksanaan kurang efektif khususnya 
pada KUA Kec tarik. Dalam pelaksanaan bahwa pelaksanaan suntikan TT 
dilaksanakan di puskesmas kecamatan, sehingga calon pengantin sebelum 
mendaftarkan perkawinannya lebih dulu diarahkan untuk melakukan suntik 
TT di Puskesmas Kecamatan. 
Oleh pihak Kecamatan puskesmas diberi kuota untuk suntik TT 600, akan 
tetapi dalam setahun kuota tersebut hanya terpakai 200 sehingga tiap tahun 































pihak kecamatan selalu tersisa 400. Ada beberapa alasan yang melatar 
belakangi calon pengantin tidak suntik TT di puskesmas setempat beberapa 
alasan calon pengantin tidak melakukan suntik TT di kecamatan setempat, 
antara lain : 
1. Calon pengantin hamil diluar nikah, sehingga ketika suntik TT di 
puskesmas tempat tinggal merasa malu sehingga lebih memilih suntik 
TT di tempat lain. 
2. Calon pengantin bekerja dan hanya libur hari minggu dan pada hari itu 
puskesmas tutup. 
Dari alasan-alasan diatas yang menyebabkan banyaknya Calon pengantin yang 
lebih memilih suntik TT diluar dari puskesmas kecamatan tarik. 
 
B. Analisis Yuridis Tentang Implementasi Keputusan Bersama Kementerian 
Agama Dan Kementerian Kesehatan  Nomer 2 Tahun 1989 Terhadap 
Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxide Di Kua Tarik. 
Sudah dijelaskan diatas bahwa peraturan bersama menteri adalah salah 
satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga 
instansi atau kementerian yang terkait harus melaksanakan dan melaksanakan 
sosialisasi kepada masyarakat sebagai informasi kepada masyarakat. 
Ihwal dasar dari dikeluarkannya putusan bersama ini adalah : 
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan; 
2. Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan; 































3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Organisasi Departemen; 
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan 
Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir 
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Organisasi Departemen; 
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang SUsunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan 
disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 
Tahun 1984; 
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 294 
Tahun 1986 dan Nomor 788/MENKES/SKB/XI/1986 tentang Bimbingan 
Terpadu Program Kesehatan melalui jalur Agama; 
7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan 
Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departeman 
Kesehatan Nomor: 94 Tahun 1987 6.567.I/PD.03.04.IF; Tentang : 
Pelaksanaan Bimbingan Terpadu Program PPM & PLP melalui Jalur 
Kegiatan Agama Islam 
Masalah yang muncul di KUA Kec tarik adalah bahwa banyaknya calon 
pengantin yang melaksanakan suntik TT diluar puskesmas Kecamatan, dari 
kuota 600 pertahun yang dijatah akan tetapi selalu hanya terpakai 200 































sehingga tersisa 400. Jika dilihat dari pengertian suntik tetatus sendiri 
adalah bahwa suntik TT atau disebut Suntik TT (Tetanus Toksoid) disebut 
juga vaksin TT, adalah tindakan memasukkan racun tetanus yang telah 
dinonaktifkan. Cara ini akan membuat tubuh lebih kebal terhadap tetanus 
karena sudah ‘belajar’ membuat antibody terhadapnya. Saat antibodi telah 
terbentuk, jika suatu saat terluka dan kemasukan bakteri tetanus, tubuh lebih 
cepat membentuk antibody karena sudah diperkenalkan sebelumnya. 
Alasan yang membuat kenapa suntik TT penting adalah Karena setelah 
menikah, wanita dan pria melakukan hubungan suami istri. Saat pertama 
kali berhubungan intim, umumnya alat kelamin wanita mengalami 
luka akibat selabut dara robek. Luka ini bisa jadi jalan masuk bakteri 
tetanus. Selain melindungi diri sendiri, pemberian vaksin tetanus juga 
penting terutama bagi mereka yang melahirkan di rumah dengan bantuan 
dukun bayi. Suntik TT pada ibu juga mengantisipasi jika dukun bayi 
menggunakan peralatan yang kurang steril. 
Dikarenakan suntik ini sangat penting terutama bagi kesehatan calon 
pengantin, maka untuk sebagai pengaplikasian dari keputusan bersama maka 
seharusnya pihak KUA melakukan mentoring terhadap pelaksanaan suntik 
TT tersebut, dengan banyaknya calon pengantin yang suntik diluar 
puskesmas kecamatan sehingga mentoring dari suntik TT tersebut sangat 
sulit dilakukan. 
Yang menjadi kekawatiran dari tidak terjangkaunya pengawasan KUA 
terhadap suntik tersebut bahwa calon pengantin tidak melakukan suntik TT 































akan tetapi membuat surat palsu yang menandakan calon pengantin tersebut 
sudah melakukan suntik TT. Melihat fenomena itu akan tetapi pihak KUA 
kurang melaksanakan mentoring atau pengawasan untuk pelaksanaan suntik 
TT. 
Dalam teori perundang-undang keputusan bersama ini melibatkan 
kerjasama antara kementerian kesehatan dan kementerian Agama yang 
dalam penerapannya melibatkan instansi dibawah kementerian kesehatan 
seperti Rumah sakit, Klinik, dan puskesmas sebagai pelaksana dan 
kementerian agama dalam hal ini KUA sebagai penegak dan pengawasan. 
Jika melihat teori diatas maka sudah jelas pembagian antara puskesmas 
dan KUA dimana Puskesmas sebagai pelaksana dalam hal ini melaksanakan 
suntik TT dan KUA sebagai penegak dan pengawasan, dalam hal 
pengawasan ini lah yang kurang dijalankan di KUA dimana KUA hanya 
menyarankan akan tetapi tidak mengawasi pelaksanaannya. 
Banyak cara yang bisa dilakukan oleh KUA Kec tarik dalam pengawasan 
Keputusan bersama ini, antara lain : 
1. Membuat peraturan yang dikeluarkan KUA kec tarik tentang 
keharusan suntik TT bagi calon pengantin sebagai syarat administrasi. 
2. Mengharuskan melaksanakan suntik TT di puskesmas Kecamatan. 
3. Melakukan sosialisasi secara berkala oleh KUA bekerja sama dengan 
Puskesmas kecamatan terhadap pentingnya dan dampak suntik TT. 
Sudah seharusnya KUA kec Tarik melakukan langkah kongkrit terhadap 
pengawasan, tidak hanya mengandalkan keputusan bersama bersama 































kementerian agama dan kementerian kesehatan  nomer 2 tahun 1989 
tentang suntik tetanus toxide ini saja akan tetapi pihak KUA kec tarik 

























































A. Kesimpulan.  
 
1. Pelaksanaan keputusan bersama ini adalah menyangkut pelaksanaan 
suntik imunisasi Tetanus Toxoid, akan tetapi pada pelaksanaan kurang 
efektif khususnya pada KUA Kec tarik. Dalam pelaksanaan suntikan 
Tetanus Toxoid dilaksanakan di puskesmas kecamatan, sehingga calon 
pengantin sebelum mendaftarkan perkawinannya lebih dulu diarahkan 
untuk melakukan suntik Tetanus Toxoid di Puskesmas Kecamatan. 
Oleh pihak Kecamatan, puskesmas diberi kuota untuk suntik 
Tetanus Toxoid 600 Faksin, akan tetapi dalam setahun kuota tersebut 
hanya terpakai 200 Faksin sehingga tiap tahun pihak kecamatan selalu 
tersisa 400 Faksin. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi calon 
pengantin tidak suntik Tetanus Toxoid di puskesmas setempat beberapa 
alasan calon pengantin tidak melakukan suntik Tetanus Toxoid di 
kecamatan setempat, antara lain : 
a. Calon pengantin hamil diluar nikah, sehingga ketika suntik Tetanus 
Toxoid di puskesmas tempat tinggal merasa malu sehingga lebih 
memilih suntik Tetanus Toxoid di tempat lain. 































b. Calon pengantin bekerja dan hanya libur hari minggu dan pada hari itu 
puskesmas tutup. 
2. Dalam pelaksanaan Instruksi Bersama Kementerian Agama dan 
Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 ini, melibatkan kerjasama 
antara kementerian kesehatan dan kementerian Agama yang dalam 
penerapannya melibatkan instansi dibawah kementerian kesehatan seperti 
Rumah sakit, Klinik, dan puskesmas sebagai pelaksana dan kementerian 
agama dalam hal ini KUA sebagai penegak dan pengawasan, dalam hal 
pengawasan ini lah yang kurang dijalankan di KUA, dimana KUA hanya 
menyarankan akan tetapi tidak mengawasi pelaksanaannya. 
B. Saran. 
Sudah seharusnya KUA Tarik lebih tegas dalam melaksanakan 
Instruksi bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 
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